




i 

 

KINERJA KEJAKSAAN AGUNG, 

KOLABORASI PENEGAK HUKUM DALAM 

MEMPERBAIKI WAJAH 

PEMBERANTASAN KORUPSI  

DI INDONESIA 
 

 

A. Junaedi Karso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA 

  



ii 

 

KINERJA KEJAKSAAN AGUNG, KOLABORASI PENEGAK 

HUKUM DALAM MEMPERBAIKI WAJAH 

PEMBERANTASAN KORUPSI  

DI INDONESIA 

 

Penulis  : A. Junaedi Karso 

 

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita 

 

Tata Letak : Meilita Anggie Nurlatifah 

 

ISBN  :  978-623-120-234-5 

 

No. HKI : EC00202412306 

 

Diterbitkan oleh :  EUREKA MEDIA AKSARA, FEBRUARI 2024 

  ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH 

  NO. 225/JTE/2021 

 

Redaksi: 

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari 

Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992 

 

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com 

 

Cetakan Pertama : 2024 

 

All right reserved 

 

 

Hak Cipta dilindungi undang-undang 

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh 

isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, 

termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman 

lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.  



iii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu'alaikum Wr, Wb 

Bismillahirohmanirohim 

 

6HJDOD�3XML�GDQ�6\XNXU�NDPL�SDQMDWNDQ�VHODOX�NHSDGD�´$OODK�

6:7µ� DWDV� 5DKPDW�� 7DXILT�� GDQ� +LGD\Dh yang sudah diberikan 

VHKLQJJD� NDPL� ELVD� PHQ\HOHVDLNDQ� %XNX� WHQWDQJ� ´.LQHUMD�

Kejaksaan Agung, Kolaborasi Penegak Hukum  Dalam 

0HPSHUEDLNL�:DMDK�3HPEHUDQWDVDQ�.RUXSVL�'L�,QGRQHVLDµ� 

Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada 

kesalahan kutif atau salah menorehkan sumber-sumber buku 

WHUNDLW� ´3HUDQ�� )XQJVL�� .HGXGXNDQ� .HSROLVLDQ� GDODP�

Pemerintahan, Penegakan Hukum dan Kolaborasi dalam 

3HPEHUDQWDVDQ� .RUXSVL� GL� ,QGRQHVLDµ�� .DPL� VDGDU� EDKZD�

penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras pribadi, 

namun kami kutif dari berbagai sumber baik dari buku, jurnal, 

desertasi, tesis, skripsi, google, website, para ahli serta sumber 

lainnya. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu 

kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data, 

pemilihan contoh, dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan 

banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu 

memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum 

maupun ketika menulis buku panduan ini. 

Kami juga sadar bahwa buku yang kami buat masih, belum 

bisa dikatakan sempurna. Maka dari itu, kami meminta dukungan 

dan masukan dari para pembaca, agar kedepannya kami bisa lebih 

baik lagi di dalam menulis sebuah buku. 

Akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak, yang 

tidak bisa kami sebutkan satu per satu yang turut serta membidani 

NHODKLUDQ� EXNX� LQL�� 6HPRJD� ´$OODK� 6:7µ�� PHPEDODV� NHEDLNDQ�

Anda-Anda semua. Selamat membaca dan semoga bermanfaat. 

 

Nasrun Minallah Wa Fathun Qarib 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.  



iv 

 

DAFTAR ISI 

 

KATA PENGANTAR ........................................................................ iii 

DAFTAR ISI ....................................................................................... iv 

BAB 1  PENDAHULUAN................................................................ 1 

A. Latar Belakang ................................................................ 1 

BAB 2  PERAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN PROGRAM 

KERJA PRIORITAS KEJAKSAAN REPUBLIK 

INDONESIA ...................................................................... 22 

A. Peran, Fungsi dan Kedudukan Kejaksaan .................. 22 

B. Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk  

mencegah Tindak Pidana Korupsi .............................. 31 

C. Tindak Pidana Korupsi ................................................ 43 

D. Pemberantasan Korupsi ............................................... 48 

E. Konsep Kerugian Keuangan Negara .......................... 62 

F. Proses Penyidikan Menurut Sistematika KUHAP ..... 77 

G. Tindak Pidana Korupsi ................................................ 83 

H. Kendala Pemberantasan Korupsi di Indonesia .......... 98 

BAB 3  KOLOBORASI, KEJAKSAAN, KEHAKIMAN, 

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN,  OTORITAS 

JASA KEUANGAN, KEPOLISIAN  DAN  

TENTARA NASIONAL INDONESIA ......................... 107 

A. Korupsi Indonesia....................................................... 107 

B. Kolaborasi Pemberantasan Korupsi .......................... 116 

C. Kejaksaan ..................................................................... 119 

D. Hakim .......................................................................... 125 

E. Badan Pemeriksa Keuangan ...................................... 128 

F. Jaksa Agung Beberkan Paradigma Baru 

Pemberantasan Korupsi ............................................. 151 

G. Polisi ............................................................................. 167 

H. TNI dan Kejaksaan Agung Kerja Sama dalam 

Penegakan Hukum ..................................................... 181 

  



v 

 

BAB 4  SENGKARUT PETAKA PENDEKAR PENEGAK 

HUKUM KINERJA KEJAKSAAN AGUNG  

PERBAIKI WAJAH  PENEGAKAN HUKUM DI 

INDONESIA ................................................................... 194 

A. Potret Pemberantasan Korupsi di Indonesia ........... 194 

B. Publik Menilai Pemberantasan Korupsi di  

Indonesia Buruk ......................................................... 203 

C. Kinerja  Kepolisian dalam Penegakan Hukum........ 219 

D. Kepercayaan Rakyat ke TNI dan Polri Kalahkan  

KPK .............................................................................. 230 

E. Kejaksaan Republik Indonesia .................................. 259 

F. Kinerja Kejaksaan Agung Perbaiki Wajah Penegakan 

Hukum ........................................................................ 280 

G. Kisah Penegak Hukum Penjagal Koruptor di 

Indonesia ..................................................................... 285 

H. Daftar Jaksa Agung Indonesia .................................. 295 

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................... 306 

 

 

 

 

  





1 

 

BAB 

1 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam 

masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke 

tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak 

terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap 

kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan 

berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana 

korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak 

ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi telah menjadi 

suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu pula dalam upaya 

pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, 

tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa. Selanjutnya terbukti 

bahwa ada keterkaitan antara korupsi dan bentuk kejahatan lain, 

khususnya kejahatan terorganisasi (terorisme, perdagangan 

orang, penyelundupan migran gelap dan lain-lain) dan 

kejahatan ekonomi (tindak pidana pencucian uang). Sehingga 

tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat 

merugikan negara1. 

Dikutip dalam kpk.go.id, (2023-09-02) Korupsi telah 

menjadi duri dalam daging dalam upaya negara 

menyejahterakan rakyat dan membangun perekonomian di 

dalamnya. Karena sifatnya yang sangat merusak, korupsi telah 

 
1  Oky Riza Wijayanto ,     Peranan Lembaga Kejaksaan Dalam Penanganan 

Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Banjarnegara, Skripsi,  

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang                                 2007 

PENDAHULUAN 
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BAB 

2 PERAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN PROGRAM KERJA PRIORITAS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 

 

A. Peran, Fungsi dan Kedudukan Kejaksaan 

1. Peran Jaksa Dalam Pemerintahan 

Lembaga Kejaksaan Sebagai Salah Satu Unsur Sistem 

Peradilan Pidana Negara Indonesia adalah Negara Hukum. 

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 

Dasar tahun 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan 

urat nadi aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi 

strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat 

berbangsa dan bernegara. Hukum, sebagai suatu sistem, 

dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat 

jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan 

kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. 

Salah satu penegakan hukum itu adalah Lembaga Kejaksaan. 

Sistem hukum menurut L.M. Friedman tersusun dari sub-sub 

sistem yang berupa substansi hukum, struktur hukum, dan 

budaya hukum. Ketiga unsur sistem hukum ini sangat 

menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan 

dengan baik atau tidak11.  

Sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya 

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan 

kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan 

lain berdasarkan Undang-Undang, Kejaksaan memiliki peran 

 
11  Effendy, Marwan. 2005. Kejaksaan RI. Jakarta:PT Gramedia Pustaka 

Utama, h.1  

PERAN, FUNGSI DAN 

KEDUDUKAN PROGRAM KERJA 

PRIORITAS KEJAKSAAN 

REPUBLIK INDONESIA 
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BAB 

3 KOLOBORASI, KEJAKSAAN, KEHAKIMAN, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN,  OTORITAS 

JASA KEUANGAN, KEPOLISIAN  DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA 

A. Korupsi Indonesia 

Secara umum korupsi menyebabkan mutu pelayanan 

publik berkurang dan menjadi sangat bervariasi sesuai dengan 

uang suap yang diberikan. Izinkan saya mengambil contoh 

terkait dengan Pengurus SIM dan KTP, Paspord yang telah 

ditentukan prosedur, tarif dan jangka waktunya bisa diakali 

dengan memberi ongkos tambahan petugas. Bahkan, sudah 

menjadi rahasia umum jika dalam pengurusan kedua urusan 

tersabut dan juga jasa pelayanan publik lainnya, menjadi tempat 

para mafia dan calo mencari nafkah. Mereka bekerja sama 

dengan orang dalam yang turut andil mengabaikan prosedur 

baku yang telah ditentukan. Tentu saja hal ini merugikan, 

misalnya, untuk sebagian orang yang lebih dulu mendaftar 

tetapi tidak mempinyai uang lebih untuk menyogok petugas. 

Mereka yang berkantong tipis biasanya kurang dipedulikan oleh 

petugas. Dalam lingkungan yang koruptif, ekonomi dan bisnis 

dijalankan tidak berdasarkan biaya yang nyata. Banyak sekali 

unsur biaya yang sulit dipertanggung jawabkan yang di sebut 

biaya siluman. Akibatnya percuma saja di gembar-gembor 

murahnya tenaga kerja Indonesia sementara faktor biaya ini 

tidak bisa di kendalikan. Pada gilirannya, ekonomi biaya tinggi 

ini membuat produk indonesia tidak kompetitif baik di pasar 

domestik maupun internasional. Korupsi juga akan membawa 

efek lanjutan berupa menurunnya investasi dan pertumbuhan 

ekonomi karena kebijakan yang tidak selayaknya telah 

menguntungkan sekelompok orang dan menafikkan orang 

banyak. Tidak saja di bidang ekonomi, korupsi juga memiliki 

KOLOBORASI, KEJAKSAAN, 

KEHAKIMAN, BADAN PEMERIKSA 

KEUANGAN,  OTORITAS JASA 

KEUANGAN, KEPOLISIAN  

DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA 
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BAB 

4 SENGKARUT PETAKA PENDEKAR PENEGAK HUKUM KINERJA KEJAKSAAN AGUNG 

PERBAIKI WAJAH  PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA 

 

A. Potret Pemberantasan Korupsi di Indonesia 

1. Sengkarut Petaka di Lingkaran Pendekar Hukum 

Dilansir dalam laman Wikipedia (2024) Amerika 

Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan 

Nagasaki, Jepang, pada tanggal 6 dan 9 bulan Agustus 1945, 

tahap akhir Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat 

menjatuhkan bom dengan persetujuan dari Britania Raya 

sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Quebec. Dua operasi 

pengeboman yang menewaskan sedikitnya 129.000 jiwa127ini 

merupakan penggunaan senjata nuklir masa perang untuk 

pertama kali dan satu-satunya dalam sejarah. 

Begitu pula dalam beberapa tahun ini Bom Atom 

berupa ketidakadilan dijatuhkan oleh penegak hukum 

kepada masyarakat di Indonesia, sehingga menyebabkan 

terbunuhnya ratusan juta jiwa meninggal, lalu apa yang 

meninggal, (1). Meninggalnya (wafatnya penegakan hukum 

yang berdasarkan ketuhanan, keadilan, kemanusian) di 

Indonesia; (2). Meninggalnya ketidak adilan di publik; dan 

(3). Meninggalnya rasa malu, denka-denki moral yang sangat 

buruk dikalangan pendekar hukum, dimana seharusnya 

beliau-beliau menjadi suri tauladan bagi tegaknya keadilan 

dan kebenaran di Indonesia. 

 
127  https://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_Utama, Saat Manusia 

Sekarat, Pada bom Atom Hiroshima dan Nagasaki, diakses pada 

tanggal 5 Desember 2024, pukul 09.43 WIB. 

SENGKARUT PETAKA PENDEKAR 

PENEGAK HUKUM KINERJA 

KEJAKSAAN AGUNG PERBAIKI 

WAJAH  PENEGAKAN HUKUM 

DI INDONESIA 
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Tersangka Korupsi Terbesar dalam Sejarah, Kejagung Terus 

Sita Aset, diakses pada tanggal 21 Desember 2023, pukul 

00.30 WIB. 

https://www.antaranews.com/ Laily Rahmawaty, Kinerja 

Kejaksaan Agung perbaiki wajah penegakan hukum, diakses 

pada tanggal 21 Desember 2023, pukul 11.57 WIB. 

http://www.statusaceh.net/ Jalan terjal para jagal koruptor, 

diakses pada tanggal 21 Desember 2023, pukul 00.46 WIB 

https://www.alinea.id/Fandy Hutari,  Mereka yang Dihabisi 

Karena Memberantas Korupsi, diakses pada tanggal 21 

Desember 2023, pukul 00.38 WIB 
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https://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_Utama, Daftar Jaksa 

Agung Indonesia, diakses pada tanggal 21 Desember 2023, 

pukul 23.29 WIB. 

http://lindasyafitri582.blogspot.co.id/2013/06/ketidak-

percayaan-masyarakat-terhadap.html  diakses Kembali pada 

tanggal 14 Januari 2024, pukul 23.02 WIB. 

https://www.tribunnews.com/nasional/2023/03/27/ Rahmat 

Fajar Nugraha,respons-hasil-survei-ipi-pbnu-apresiasi-

meningkatnya-kepercayaan-publik-kepada-polri, diakses 

pada tanggal 1 Januari 2024, pukul 14.15 WIB. 

 

Perundang-Undangan 

Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian. 

Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004, pasal 1 angka 1 

tentang Kejaksaan. 

Indonesia.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 199 tentang TIPIKOR 

Indonesia.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas 

Jasa Keuangan. 

Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, tentang 

Kekuasaan Kehakiman 

Indonesia.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara. 

Indonesia.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara 

Indonesia.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum 

Acara Pidana 

 

  



324 

 

 


